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ABSTRAK

Menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat merupakan
salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara dengan mayoritas
penduduk beragama Islam. Perbedaan latar belakang dan perbedaan dalam
menafsirkan teks menyebakan konsep-konsep umum tentang politik juga beragam.
Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak memberikan penjelasan
secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep kekuasaan, dan ide-ide tentang
konstitusi. Selain itu, nabi Muhammad tidak memberikan konsep pemerintahan yang
baku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk
dikembangkan. Hamka merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang juga
merumuskan tentang pemerintahan berdasarkan teks yaitu Al-Qur’an dan as-Sunnah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dan penelitian
ini termasuk penelitan histories factual yang bersifat deskriptif analitis.
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan
sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif denga menggunakan analisa
induktif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan histories dan
pendekatan politik.

Hasil penelitian ini adalah bentuk pemerintahan menurut Hamka dalam suatu
negara ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia
adalah Khalifah, karena itu Tuhan membiarkan fikiran Khalifah-Nya tumbuh sendiri.
Setelah Rasulullah S.a.w wafat, beliaupun tidak suka menentukan siapa
penggantinya. Melainkan diserahkan kepada yang tinggal untuk memilih sendiri
bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu yang penting yang menjadi ajaran
prinsip yaitu Sywura (musyawarah). Memutuskan segala sesuatu urusan dengan
musyawarah. Adapun dalam menjalankan roda pemerintahan, Hamka berpendapat
bahwa pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem manapun, akan tetapi prinsip
syura  janganlah sekali-kali ditinggalkan. Syura merupakan unsur pokok dalam
pembangunan masyarakat dan negara Islam serta sebagai dasar politik pemerintahan.
Adapun relevansi pemikiran hamka dalam sistem politik modern Indonesia, pertama,
bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi), yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana sila pertama mempunyai arti bahwa,
adanya kesucian hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan
Islam bagi penganut-penganutnya, menurut dasar sila yang beradil dan beradap. Jadi,
demokrasi yang dianut negara Indonesia adalah demokrasi ketuhanan. Terhadap
pendapat Hamka yang menganut paham teokrasi, hal di atas dapat relevan dengan
moderat. Kedua, dengan adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari
demokrasi parlementer yang berlaku di Indonesia, maka dapat disalurkan dengan
pemikiran Hamka tentang syura yang menjadi ajaran Islam.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memperbincangkan mengenai pemerintahan dalam pandangan Islam
merupakan suatu yang selalu menarik karena setiap pemikir-pemikir muslim
yang bebicara mengenai politik mempunyai latar belakang sosial, ekonomi,
budaya dan politik serta kemampuan menafsirkan teks yang berbeda.
Perbedaan latar belakang melahirkan cara pandangan atas teks yang juga
berbeda. Meskipun teks yang menjadi rujukan oleh masing-masing kelompok
Islam itu satu yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Rujukan kepada Islam baik yang
otentik maupun yang tercemar telah membawa kepada kompleksitas
kehidupan sosial umat Islam, akibatnya melahirkan semancam fragmentasi
pemahaman keagamaan antara umat dan pemimpin umat.*

Menempatkan kedudukan agama yang jelas di dalam masyarakat
merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negara-negara dengan
mayoritas penduduk beragama Islam. Perbedaan latar belakang dan perbedaan
dalam menafsirkan teks menyebakan konsep-konsep umum tentang politik

juga beragam. Misalanya, konsep suatu pemerintahan tidak selalu sama dalam

! Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah,
Masyarakat Madani dan Demokrasi, cet 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2008), him. 4.



kalangan Islam itu sendiri. Ada pihak Islam yang justru mendukung
sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang
keras usaha-usaha yang menghendaki agar pemerintahan terlibat dalam
mengurus kehidupan keagamaan. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang
memperjuangkan agar negara dan pemerintahan dapat menerapkan sistem
pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam, bahkan ada kalangan Islam
yang justru memperjuangkan agar tegaknya khilafah Islamiyah.

Wilyah-wilayah berpenduduk muslim, menghadapi persolan pelik
yang sama, terutama setelah mereka menjadi negara merdeka pasca
kolonialisasi Barat pada seperempat pertama abad ke-20 M. Negeri-negeri
seperti, Turki, Mesir, Sudan, Saudi Arabia, Maroko, Pakistan, Syiria, Aljazair,
Tunisia, Malaysia, dan Indonesia, mengalami kusulitan dalam menentukan
konsep negara yang memungkinkan. Apakah akan mengikuti kosep integral
atau sekuler. Dalam prosesnya, di negeri-negeri tersebut terjadi beragam faksi,
friksi bahkan ketegangan yang tajam.?

Sebagai wilayah yang mayoritas berpenduduk muslim, kenyataan itu
tentu mengherangkan. Sehingga layak diajukan pertanyaan apakah Islam
relevan dengan atau tidak dengan sistem politik Barat yang sekuler. Apakah

konsepsi politik harus mengacu pada masa lalu Islam (romantisme) yang

2 Muhammad Nur, Negara Islam Indonesia no Negara Indonesia Islam yes: Pergulatan
Konsep Negara dalam Peradapan Islam Modern (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga,
2011), him. 3.



integralistik. Apakah Islam memiliki konsep dalam cetak biru tentang sistem
politik serta konsep pemerintahan seperti apa yang dikehendaki oleh Islam.

Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang hubungan antara agama dan
negara dalam pemikiran politik Islam telah mengalami puncaknya selama
antara tahun 1956-1959. Selama rentang periode tersebut banyak intelektual
muslim yang berbicara tentang negara berdasarkan Islam, khususnya dalam
sidang-sidang Dewan Konstituante yang memperdebatkan masalah ideologi
dan dasar negara. Di dalam perdebatan tersebut, ideologi Islam berkompetisi
dengan ideologi Pancasila dan ideologi sosial-ekonomi.

Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak
memberikan penjelasan secara tegas mengenai sistem pemerintahan, konsep
kekuasaan, dan ide-ide tentang konstitusi. Selain itu, nabi Muhammad tidak
memberikan konsep pemerintahan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa
sistem pemerintahan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Oleh
karena itu, dalam perjalanan sejarah bentuk pemerintahan sejak zaman nabi
Muhammad sampai sekarang bahkan sampai masa mendatang akan

berkembang sesuai zaman.”

® Ahmad Yani Anshori, Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia, Cet.
I (Yogyakarta; Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008) him 5.

* Harun Nasution dan Azumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam (Jakarta:
Yayasan Obor, 1985), him. 10.



Berangkat dari latar belakang ini, penyusun sangat tertarik mengkaji
dan mendalam lagi bagaimana sebenarnya mengenai bentuk pemerintahan
Islam menurut salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia yaitu Hamka.
Sebagaimana kita ketahui Hamka adalah seorang ulama, sastrawan,
sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Hamka juga
seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti

filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas dan agar
pembahasan lebih terarah dengan baik penyusun perlu mengidentifikasi pokok
masalah yang akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam?
2. Bagaimana relevansi pemerintahan Islam menurut Hamka

dalam sistem politik modern Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berawal dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui pemikiran Hamka secara utuh dan mendalam

tentang pemerintahan Islam.



b. Mengetahui urgensi dan relevansi pemikiran Hamka tentang
pemerintahan Islam bagi pengembangan Islam dan peradaban.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan konstribusi bagi para akademisi maupun peneliti,
khususnya bagi mahasiswa jurusan Siyasah.

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi

tambahan ilmu pengetahuan bagi publik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Obyek kajian mengenai Hamka telah dilakukan oleh banyak peneliti
lainnya. meskipun demikian, cukup jarang karya tulis yang meneliti secara
spesifik mengenai pemerintahan Islam menurut Hamka, untuk itu penyusun
menggunakan beberapa karya yang membahas mengenai Hamka maupun
tentang poltik dalam Islam. Skripsi Sartiman Suriadi yang berjudul
“Penafsiran Hamka Tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar”.> Dalam skripsi

tersebut Sartiman menjelaskan sebuah politik menurut Hamka yang

indikatornya adalah musyawarah, negara dan kepala negara dan hubungan

® Sartiman Setiawan, Penafsiran Hamka Tentang Politik dalam Tafsir Al-Azhar, skripsi,
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.



agama dan negara. Menurut Hamaka, politik harus bermoral yang berdasarka
Al-Qur’an dan Sunnah. Hal tersebut ditujukan buat pelaku politik. Adapun
indikatornya adalah, amanah, adil dan sabar dalam menjalankan
kepemimpinannya. Jika indikator tersebut dilakasankan, maka akan
menghasilakan sebuah perpolitikan yang islami.

Muhammad Damami dalam bukunya Tasauf Positif Dalam Pemikiran
Hamka. Buku ini sedikit menjelaskan tentang kiprah Hamka di dunia politik
akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana pemikiran Hamka tentang poltik secara
spesifik.°

Seorang peneliti dari Barat, James Rush selama satu tahun melakukan
riset tentang Hamka sebagai ulama, reformer, guru dan sastrawan. Dalam
risetnya yang berjudul Hamka dan Indonesia Modern  James Rush
menganalisa tentang arti penting Hamka sebagai pelaku sejarah dalam
menuangkan ide-ide besarnya terhadap pembangunan di Indonesia.’

Syaikhu, dalam dalam bukunya yang berjudul Hamka: Ulama-

Pujangga-Politikus di Mata Hati Umat, menjelaskan bahwa Hamka adalah

® Muhammad damami, Tasauf Pisitif dalalm Pemikiran Hamka (Yogyakarta: Fajar Pustaka,
2000) him.72.

" James Rush, Hamka dan Indonesia Modern, Dalam Kenang-kenangan 70 tahun Hamka
(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983) him. 446.



sosok ulama, pujangga sekaligus politikus handal yang memberikan
kontribusi berupa solusi khusus terhadap permasalahan nasional .2

Skirpsi Muji yang berjudul Politik Menurut Hamka (Kajian Terhadap
Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Politk dalam Tafsir al-Azhar. Muji
menyimpulkan bahwa kedaulatan mutlak Tuhan diartikan Hamka sebagai
kedaulatan moral sehingga dalam hirarki ketaatan pada pemimpin adalah taat

kepada Allah sebagai ketaatan moral.’
E. Kerangka Teoritik

Al-Qur’an dan as-Sunnah tidak mengajarkan ketentuan yang jelas
mengenai pemeerintahan dalam Islam.'® Meski demikian prinsip-prinsip dan
perintah moral mengisyaratkan tentang pentingnya penguasa. Allas SWT

berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 59:

8 A. Syaikhu, Hamka; Ulama-Pujangga-Politikus dalam Hamka di Mata Hati Umat
(Jakarta: Sinar Harapan, 1984), him. 255.

® Muji, Politik Menurut Hamka (Kajian Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Politk
dalam Tafsir al-Azhar), skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

10 Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam (Yogyakarta: Ul Press,
2000), him. 65.



Ayat tersebut memerintahkan agar mentaati Allah, Rasul, dan Ulil
Amri. Tujuan dari pemmbutan negara itu adalah untuk melaksanakan
ketentuan Allah baik yang ada dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah.
Berdasarkan hal ini tidak ada jalan lain untuk merumuskan tujuan dan cita-cita
tersebut kecuali dengan adanya ketundukan dan ketaatan seluruh umat kepada
kepala negara yang akan melaksanakan hukum dan ketentuan Allah dan
Rasul-Nya.

Mengkaji Islam politik bukanlah persoalan yang mudah, karena
adanya pemahaman yang menyeluruh tentang agama yang dijadikan landasan
menggerakkan suatu perlawanan, atau yang disebut sebagai ideologi, yang
merupakan inti kesadaran suatu politik. Dinamisme politik Islam selalu
berawal dari diskurs (wacana) yang berkembang ditengah atsmofir pemikiran
lainnya dalam memahami Islam secara sebenarnya.**

Diskurs adalah simbol-simbol bersama yang dipakai dalam
komunikasi dan konsepsi realitas yang pelik pada sebuah kelompok atau
masyarakat. Dalam pemikiran tradisi Islam, sejak awal diyakini bahwa teks
itu tidak hanya terbatas pada teks kitab suci al-Qur’an saja, bahkan prilaku
kenabian itu sendiri juga merupakan teks yang kesemuanya menyimpan dan

hendak mengkomunikasikan makna dan pesan yang dikandungnya. Sejak

1 Al Chaidar, Wacana Ideologi Negara Islam (Darul Falah, 1999), him. 11.



pertama kali al-Qur’an diwahyukan, ia sudah melakukan dekontruksi radikal
terhadap epistimologi, diskursus serta syair-syair Jahiliyah waktu itu.

Diskursus*® sangat sesuai untuk melihat hal-hal yang implisit yang
terdapat dalam alam pikir suatu kelompok masyarakat yang berbeda dengan
kelompok masyarakat lainnya. Meskipun dengan identitas yang sama , namun
memilik aspirasi yang berbeda.

Untuk mengetahui pemerintahan Islam menurut pemikiran Hamka,
maka dalam skripsi ini penyusun menggunakan teori Critical Discourse
Analisis (analisis wacana kritis) selanjutnya disebut CDA. Analisis wacana
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengungkapan
maksud tersembunyi dari subyek (penulis) yang mengemukakan suatu
pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi
sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga
bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat
di ketahui. Jadi, wacana dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama
dalam pembentukan subyek dan berbagai tindakan representasi.

Dalam studi analisis wacana (discourse analysis), pengungkapan
seperti itu dimaksudkan dalam kategori analisis wacana kritis. Pemahaman

dasar CDA adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai obyek studi

12 pengertian sederhana ‘diskursus’ atau wacana adalah cara manusia-pada periode, dalam
golongan sosial, atau bidang keahlian tertentu. Lihat Mohamme Arkoun, Nalar Islam dan Nalar
Modern: Berbagi Tantangan dan Jalan Baru (Jakarta: INIS, 1999) him. 21-22.
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bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam
teks untuk dianalisis, tetapai bahasa yang dianalisis disini berbeda dengan
studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianlisis bukan
dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga
menghubungkan dengan konteks. Konteks disini dipakai untuk tujuan dan

praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan.™
Metode Penelitan

Metode penelitian ini berfungsi sebagai rumusan dan cara yang
sistematis untuk menemukan, mengembangkan, bahkan menguji obyek
kajian, agar suatu karya tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan
tepat dan terarah dengan menggunakan metodologi ilmiah.** Dalam
penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
(library research) yakni menggali bahan-bahan atau data-data yang

diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku, majalah, jurnal dan

him. 7.

3 Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: PT. LkiS, 2001),

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), him . 3.
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sebagainya yang berkaitan dengan pemerintahan dalam pandangan

Islam.

. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan dan
menjelaskan terhadap masalah yang akan diteliti, dengan berusaha
memaparkan data-data tentang suatu masalah dengan analisa dan
interpretasi yang tepat.

Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber
datanya adalah karya-karya yang berasala dari sumber data utama
(primary sources), maupun sumber data pendukung (secondary
sources).

Sumber data utama adalah buku atau tulisan yang dihasilkan
olenh Hamka sendiri seperti, Tafsir Al-Azhar, Islam Revolusi Ideologi
dan Keadilan Sosial, dan Sejarah Umat Islam. Sedangkan sumber data
pendukung adalah yang diperoleh dari pustaka, buku-buku, jurnal,
majalah, internet atau karya-karya yang relevan dengan pokok

permasalahan yang akan diteliti.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan politik yaitu pendekatan yang melihat pemikiran seseorang

dari sisi politk.
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5. Metode Analisi Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deduktif,®® yaitu metode penelitian yang berangkat dari
pemikiran politik Islam yang sifatnya umum dan kemudian digunakan
untuk menilai partikularitas-partikularitas dari pemikiran Hamka

tentang pemerintahan Islam.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan karya ilmiah dan memperoleh kajian
yang konsisten dan terarah maka diperlukan urain yang sistematis.
Sistematika skripsi ini akan memuat lima bab yang terbagi dari beberapa sub
bab untuk membedakan pembahasan.

Bab pertama berupa pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan keguanaa penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas kerangka teori critical discourse analysis
dalam pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam. Di dalam bab ini akan
dijelaskan mengenai CDA, karakteristik pemerintahan Islam dan dasar-dasar

sistem pemerintahan Islam.

1> Sutrisno Hadi, Metodologi Research, him. 42
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Bab ketiga, tentang biografi Hamka yang mengulas tentang riwayat
hidup serta perjuangannya sebagai tokoh pemikir Islam, kondisi sosial politik
dan pengaruh terhadap pemikirannya, serta karya-karyanya. Pada bab ini
dijelasakan bagaiman bentuk pemerintahan Islam menurut pandangan Hamka
serta kepala negara dalam permerintahan Islam menurut Hamka.

Bab keempat, merupakan pokok kajian yang menjelaskan secara
keseluruhan bagaimana bentuk pemerintahan Islam menurut Hamka. Dari
uraian bab ini pembaca akan mengetahui dengan jelas bagaimana bentuk
pemerintahan Islam serta mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Hamka
dalam sistem politik modern Indonesia.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh
rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas

permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti yang berkaitan
dengan Skripsi yang berjudul ‘“Pemerintahan Islam Menurut Hamka”,
membuahkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk pemerintahan dalam suatu wilayah menurut Hamka ialah
menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia
adalah Khalifah, karena itu Tuhan membiarkan fikiran Khalifah-Nya
tumbuh sendiri. Hanya satu yang penting yang menjadi ajaran
prinsipal yaitu Sywura (musyawarah). Memutuskan segala sesuatu
urusan dengan musyawarah. Di sisi lain Hamka menegaskan bahwa,
hendaklah  pemerintahan yang dijalankan dapat menjamin
kemaslahatan hakiki umat manusia. Ini merupakan usahan untuk
memperbaiki kehidupan rakyat dengan membimbing mereka ke jalan
yang lurus yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Adapun
dalam menjalankan roda pemerintahan, Hamka berpendapat bahwa
pemerintahan dapat dilaksanakan dengan sistem manapun, akan tetapi

prinsip syura janganlah sekali-kali ditinggalkan. Syura merupakan

81
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unsur pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam serta
sebagai dasar politik pemerintahan.

Pemikiran Hamka tentang pemerintahan Islam lahir atas
kognisi sosial, yakni adanya politik golongan-golongan yang
melingkupi kehidupan Hamka pada waktu itu. Sudah mafhum, pada
era paska kemerdekaan Bangsa Indonesia mengalami kondisi politik
yang tidak menentu yang dibuktikan dengan timbulnya polemik
diantara para tokoh. Ditambah dengan corak pemikirannya yang
diekspresikan ketika dalam tahanan yang sedikit banyaknya
memberikan warna pemikiran Hamka. Sehingga sangat lazim bila
Hamka mengaitkan pemikirannya dengan berbagai peristiwa
kontemporor dan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.

. Adapun relevansi pemikiran Hamka dalam sistem politik Indonesia,
pertama, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan
rakyat (demokrasi), yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di
mana sila pertama mempunyai arti bahwa, adanya kesucian hakikat
Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Islam bagi
penganut-penganutnya, menurut dasar sila yang beradil dan beradap.
Jadi, demokrasi yang dianut negara Indonesia adalah demokrasi
ketuhanan. Terhadap pendapat Hamka yang menganut paham teokrasi,
hal di atas dapat relevan dengan moderat. Kedua, dengan adanya

lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi
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parlementer yang berlaku di Indonesia, maka dapat disalurkan dengan

pemikiran Hamka tentang syura yang menjadi ajaran Islam.

Pemikiran Hamka  dapat memberikan kontribusi yang
signifikan, terutama dalam konteks kekinian (modern). Kendati
Hamka tidak memberikan tawaran mengenai konsep pemerintahan
yang ideal bagi umat Islam, tetapi sebenarnya ia ingin menegaskan
bahwa dalam masalah politik kenegaraan, Islam tidak pernah
mengisyaratkan suatu yang harus diikuti oleh umat Islam. Islam tidak
pernah meletakkan prinsip-prinsip baku bagi sebuah sistem
pemerintahan, karena dalam mengelola urusan politik, Nabi
Muhammad pada dasarnya tidak banyak merubah pola pemerintahan
yang telah berlaku dalam masyarakat pra-Islam. Umat Islam bebas
memilih bentuk pemerintahan apapun yang dirasa lebih cocok dan
memungkinkan umat Islam dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan
kondisi dan lingkungan baru. Mengidolakan masa lampau (masa
pemerintahan Negara Madinah), bukan merupakan pilihan bijak untuk
mengeluarkan umat Islam dari keterpurukan dan ketertinggalan,
namun justru hanya akan membalikkan umat Islam pada masa yang ia
sendiri tidak terlibat di dalamnya. Negara Madinah adalah cermin

kehidupan politik masyarakat tribal semi-primitif abad ke-7 M, yang
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tentunya hanya cocok dan sesuai jika diterapkan pada kehidupan

masyarakat tribal saat itu.

Banyak nilai-nilai politik yang terdapat di dalam al-Qur’an sebagai
panutan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu
negara-negara yang mempunyai penduduk yang mayoritas muslim
haruslah memperhatikan nilai-nilai tersebut dan menerapkannya pada
peraturan-peraturan pemerintahan. Dengan pendekatan moral-etik al-
Qur’an dan as-Sunnah sebgai landasan perjuangan politik sebenarnya
umat Islam tidak harus secara kaku menjadikan tradisi dalam ranka
membangun cita-cita Islam yang mengajarkan kemanusiaan yang
universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam harus lebih
digiatkan lagi. Sebab selama ini literatur yang berkaitan dengan kajian
politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah umat Islam di zaman
modern bisa dikatan masih sedikit.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi
khazanah pemikiran Islam terutama dalam bentuk menjalankan roda
pemerintahan, dan apa-apa yang menjadi hasil kajian yang penyusun
angkat semoga menjadi wacana baru pemahaman pemerintahan Islam

dan untuk semua kalangan, baik akademis maupun non-akademis.
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